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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum, perlu dibuat Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya,;

. bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan

air minum di daerah, merupakan Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum Kota Bekasi Tahun 2021-2040;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum Kota Bekasi Tahun 2021-2040.

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3663);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 27 /PRT/M /2016 tentang Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negera Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2016 Nomor 6);



9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH KOTA
BEKASI TAHUN 2021-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan
satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut
Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan
perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan
berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi
dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta
dimensi-dimensinya.

Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku
adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan
air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air
Minum.

Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan
atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung diminum.

Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum,
masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
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22.

23.

Air Minum Domestik yang selanjutnya adalah Air Minum untuk memenuhi
Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.

Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas
penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu
kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan
kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP
merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang
disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif.

Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan
pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses
dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan
ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas,
kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru,
peningkatan, dan perluasan.

Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan
kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi
operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia,
serta kelembagaan.

Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan
sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan
prasarana yang baru.

Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume
dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun
keseluruhan.

Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin
keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan
standar teknis.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka
mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam
pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.

Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan
prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan
atau umur teknis terlampaui.

Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan
pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang
profesional dan akuntabel.
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Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan
Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan
Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis
penunjang tertentu dari organisasi induknya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian
kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah
kabupaten/kota.

Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang
dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan
SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut
Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan
hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air
Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk
kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.

Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima
layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan
individual maupun komunal.

Cakupan pelayanan adalah persentase dari masyarakat yang mendapat
pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan.
Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik
Perusahaan Daerah Air Minum maupun non perusahaan Daerah Air Minum
sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi
pelanggan.

Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan
sambungan rumabh.

Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan
rumah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota,
penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di wilayah
Kota Bekasi.



Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelayanan air minum
perpipaan PDAM, pelayanan air minum non PDAM dan pelayanan sistem bukan
jaringan perpipaan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :
a. rencana induk SPAM;

b. jangka waktu;

c. pelaksanaan; dan

d. pemantauan dan evaluasi.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB III
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 5
Rencana Induk SPAM ditetapkan sebagai dokumen Rencana Induk SPAM
didalam satu wilayah administrasi Kota Bekasi, yang disusun dengan
memperhatikan kebijakan dan strategi Kota Bekasi.
Dokumen Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 6
Rencana Induk SPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
dengan periode perencanaan tahun 2021 sampai dengan tahun 2040 dan
dibagi dalam 3 (tiga) tahap yang setiap tahap periode 5 (lima) sampai 10
(sepuluh) tahun.
Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5
(lima) tahun.
Tanggung jawab peninjauan ulang Rencana Induk SPAM sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berada pada Perangkat Daerah yang menangani
SPAM di Daerah Kota.
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh
kelompok kerja yang dibentuk oleh Wali Kota.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kota sebagai pengendali pelaksanaan Rencana Induk
SPAM.

Sebagai pengendali pelaksanaan Rencana Induk SPAM Pemerintah Daerah
Kota menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot sebagai operator
pelaksana pelayanan air minum jaringan perpipaan di Kota Bekasi.



Pasal 8

(1) Kebutuhan air pada tahun 2040 atau pada akhir tahun perencanaan adalah
kurang lebih 6.352 (enam ribu tiga ratus lima puluh dua) liter/detik dari
SPAM jaringan perpipaan milik Perusahaan Umum Air Minum, SPAM
jaringan perpipaan bukan milik Perusahaan Umum Air Minum dan SPAM
bukan jaringan perpipaan, dengan sumber air baku dari air
permukaan/sungai.

(2) Tingkat kehilangan air SPAM dikelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Patriot pada akhir tahun 2035 adalah 20% (dua puluh persen).

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Bekasi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana
Induk SPAM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 April 2023

PIt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap
TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 April 2023

Pj.  SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 20



